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SOP PENETAPAN MAJELIS HAKIM

Dasar Hukum:

1. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman;

2. Undang-undang nomor 7 tahun 1982 ientang
Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk
kedua kalinya dengan Undang-undang nomor
§0 tahun 2009

3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor :
26/KMAISKII2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan;

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor :
KMA/Q01/SKI1991 tentang Pola pembinaan dan
pengendalian Administrasi perkara;

5. Perma Nomor KMA/D32SKAVI2006 tanggal 04
April 2006 tentang Pemberfakuan Buku I
Pedoman Tugas dan Administrasi Peradilan;

6. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun
1971 tentang Ketua Majelis Hakim

7. Pasal 15 UU No. 14 tahun 1570;

8. Pasal 121 HIR;

8. Persekma No.002 tahun
Monitoring dan Evaluasi SOP;

2012 tentang

10. Permenpan No. 035 tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan SOP Administrasi
Pemerintahan

11. SK Dirjen No. 0915/DIA/HM.Z5/SKAIF2014

Kualifikasi Pelaksana :

1. S-1 Sederajat

2. SMA Sederajat yang memahami pola bindalmin

3. Memahami dan menguasai program Aplikasi
Siadpa-Plus

4. Memiliki kewenangan untuk menetapkan Majelis
Hakim

Peralatan/Perlengkapan :

Pertengkapan komputer, ATK, Buku pedoman dan
peraturan perundang-undangan.

Pencatatan dan pendataan:

PMH teregistrasi pada Buku Induk Perkara
Permohonan dan

terupload pada aplixasi SIPP serta dapat dizkses
publik

Peringatan :

Keterkaitan :

1. SOP Layanan Penerimaan Perkara

1. .Jika berkas terlambat diserahkan pada Ketua,
maka PMH akan terlambat ditetapkan

2, Jika PMH tertambat ditetapkan, maka PHS akan
terlambat ditentukan

3. Jika PMH terlambat ditentukan, maka
penyelesaian perkara akan terhambat {maks 5

2, SOP Kegiatan Persidangan bulan sesuai SEMA NO. 2 Tahun 2014)
Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas 2K .
K‘:(tu Panitera Kelengkapan Waktu Output
etua
Berkas perkara,
Menerima berkas » map perkara,
1. perkara dari Panitera | "_ ( ) dokumen, SMenit | berkas perkaral
instrument
k 4 Berkas perkara,
Mempelajari berkas E:j map perkara, .
2 perkara dokurmen, 10 Menit § berkas perkarar
instrument




Menetapkan Majelis Hakim berkas
yang menangani perkara .| Derkas perkara, 5 Menit rkara, d
tersebut _ PMH enlt | perkara, can
PMH

Menginput data  PMH, .
tanggal Penetapan PMH I Data torinput
pada aplikasi SIPP, ‘___‘ g?;:as’ Aplikast 5 Menit p: da‘;;::r“
moncetak dan menandata
ngani PMH
Mengembalikan berkas
perkara kepada Panitera h, _
untuk menunjuk Panitera ';r\ ’ Berkas perkara 5 Menit } Berkas perkarar.
Pengganti dan Jurusitaf
Jurusita Pengganti

DOKUMEN MASTER vy

. NO.

DOKUMEN TERKENDALI : SALINAN

DOKUMEN TIDAK TERKENDALI

DOKUMEN KADALUARSA

Dokurmen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA AMUNTAI
Difarang menggandnkan sebagian meupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin PENGADILAN AGAMA AMUNTAI



